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KONTRIBUSI VIKTIMOLOGI DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA
OLEH:

Dwikari Nuristiningsih
ABSTRACT

Devalopment af 1r.tc£r'mﬂfagv asa new hranch cif.s'c.{a’m‘:ﬂ about
fﬁe viatim,. also developed varions formulations of victimoelogy . This
ondinton shenld not be regarded as o sizn ..}f lack of unifomm
Jm"?a.f'sfmz_cfﬁng of the scape of victimology , but showld be seen as
evidznce that the victimology will always evalve m [ine with
developpents 1 society. . The development of victimalogy studies
have contribwted b the development aireshion af the dndonastan
crnnal law concernigd with nistice , maammng that the same position:
Between pelan amd korbandan society , and this proved o have beern
desigited . the Draft Criminal Code that fas lad the fonndations
are imporant i the renewal gfthe Srimtinal Zaw in Indonesia in the
fittre that ts oriented to the ériminal law act | the perpetrator and
the victinl { daad < dader = Strafrechit ) that matzhes the shaivacter of
the Idonenzn natisn Didlonesizn nation based oy the pluissophy of
Papcasiiaand the Constitution of the Republic of hidonesia

Eeywords: Victimology and Crimmal Law Refamm m Indonesia
L PENDAHULUAN

Hal penting dalam Negara Hukwn adalah adanya

penghargaan dan Komitmen menmnjung fingg: hak asasi manusia
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(HAM) serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukanuya
di dalam hakum {egualiny beffire the law) - Pasal 27 ayat (1) TUD:
1945 menegaskan balnwa: “segala warga Negara bersaniaan
kedudukannya di dalam hokom dan pemerintahan  dan  wajib
menmjunjung  hukum  dan pemermtahan #n  dengan tdak ada
kecualiya”

Prinsip demikion idealuya bukan hanya sekedar terfuang di
dalam Undang-undang Dasar Republik indonesia Tahun 1945 dan
perundag-undangan. samun joga lebih utama dau terutama dalam
pelaksanaan atau unplementasmya.

Praktil penegakan hukum seringkali diwamai dengan hal-hal
vang bertentangan dengan prmsip-prinsip  fersebut.  Misalnya
penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan,
mtimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liat  dan
sebagamya Kemudian dari pihiak korban juga merasalcan diabaikan
hak-haknya, antara law dalovaan lemah, fnotutan risgan, tidak
mengetahui perkembangan penanganan perkara. tidak menerima
kompensas: dan tidak terpenuhinya hak-liak vang lamn (Bambang
Waluyo, 2011:1-2).

Dalam proses penegakan buknm pidana (peradilan pidana)
vang bertmnpu pada hukum pidana dan acara prdana. Negara melalui

orgat-organnya mempunyai  hak  atas  kewenangan  untuk
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menjatubkan pidana (s prniends) . Dismi jika terjadi tindak pidana,
maka tethadap pelakunya akan ditndak melalai proses peradilan
dengan memberi sanksi pidana Korban findak pidana  dan
masyarakal secara otomatis diwakili oleh Negara dengan cara
mengadili dan menjatnhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan
mereka Berbeda dengan zaman dabulu, korbag atau keluarzanya
dapat langsung minta ganti kerugian atan pembalasan kepada pelalau.
Fakta i seperti dikennukakan oleh Hezel B.Kerper yang dikutip
Romli Atmasasmita, “pada masa lampan, menurut sejarall
perkembangan hukwm di Negara barat (Inggris). Negara (yang
diwakili oleh raja) tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap
kejahatan yang dilakukan seseorang tethadap orang lam, kecuali jika
kejahatan it cilakukan terhadap Negara (raja). Pada saat ito
pembalasan dari seseorang vang dirugikan terhadap pelaku kejahatan
(agas talio) masih diperkenankan, balikan selnruh kelnarga korban
dapat melaksanakan pembalasan™ (Romli Atmasasmifa dalam
Bambang Walnyo, 2011:4),

Apabila hendak menemukan wpaya penamggulangan
kejahatan yang fepat. cara pandang kita sebaikaya tidak hanya
terfolais pada berbagai hal berkartan dengan penyebab tunbulmya
kejaltatan atav wmetode apa yang efekiif dipergunakan dalam

peranggulangan Lkejahatan, namun hal lam yang fidak  kalal
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pentmgnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu
sendii yang dalam keadaan-keadaan tertentn dapat menjadi pemicn
munculiya kejahatan, Pada saal berbicara tentang korban kejahiatan
cara pandang tidak dapaf dilepaskan dan wviktimologi Melalui
viktimologi' dapat diketahur berbagai aspek yang berkaitan dengan
korban seperfi. factor penyebab mmmculuya kejahatan, bagamana
seseorang dapat menjadi korban upaya mengurangi terjadinya korban
kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. (Dikdik M. Arief
danElisatris Gultom (2008:33).

Viktimology  dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang
relative baru jika dibandingkan dengan cabang ilmw yang lam,
seperti cosiologl dan krimmologi. Sekalipun nsianya relatrve muda.
nawr peran viktimologi tidak lebih vendah dibandingkan dengan
cabang-cabang 1lmy yang lam, viktimologi berasal dari bahasa lafin
victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara
terminolegy vikiimologi berarti suatu  studi yang  mempelajan
tentang korban , penyebab ftimbulnya korban dan akibat-akibat
penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai snatn
kenyathan sosial (Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom, 2008:34),

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari  tdmu
pengetalinan merupakan factor yang paling penting dakan kerangka

pengembangan ilmn itn sendui. Dengan demikian apabila suato iy
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pengetahuan  dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat
balk yang sifatnya pralktis manpun teoritis. sia sialah  dlmn
pengetalian itw untuk dipejant dan dikembangkan Hal yang sama
akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan
dipelajarinya viktumologi, diharapkan akan basyak manfast yang
diperolel. (Dikdik M.Arief dan Elisatiis Gultom.2008:63).

[LPERMASATLATHAN

Berdasarkan wurnian singkat tersebut di atas, maka
permasalahan dalam  tlisan i adalab, Apakah perkembangan
viktimologt tentang korban dapat membenkan koutribusi terhadap
pembaharuan  hukum pidana khusosnya Rancangan KUHP di

indonesia .7

L PEMBAHASAN
aViktimologi. Perkembangan. dan Manfaatnya

Vichmologi berasal dari kata vietim yang artinya korban dan
logi yang artinya ilmu pengetahnan. Secara sedethana viktimology/
victunology artinya adalah ihun  pengefalivan tentang  korban
(kejahatan)

Memnrmut Scaffer dalam Romli Atmasaanita (1992:7)
dinyatakan:'Perkembangan perhatian terlsadap korban  atau victim
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telab dunulai sejak abad pertengahan, perhatian terhadap korban
kejaliatan i kemudian wmemmpakan embrio kelahiran dari snatm
cabang ilmu bam vang dikenal dengan victimology™.

Pada dasammya perkembangan ilmu pengetalan fentang
korban kejahatan (vikinnologi) tidak dapat dipisahkan dan lahumya
pemikian-pemikiran brilian an Hans Von Hestig, seorang ahle
kriminologi pada fahun 1941 serta Mendelshon pada talmn
1947 Pemikwan kedua ahli mi sangat mempengaruhi sehiap fase
perkembangan viktimologi.

Menumt Separovic dalam Iswanfo dan Angkasa (2008:11)
mentbags perkembangan viktimologi sebagai bertkut:

a Vikiimologi dalam arti sempit
adalah snatn iy pengetalnan empirts yang berkaitan dengan
korban dart kejahatan atan perbuatan yang dapat dibukum.
Viktinologi dalam arti sempit wi disebut juga sebagai viktimologi
penal, viktimologi crimmal atan viktimologi khusus. Contoh dan
obyek viktimlogi dalam arti sempit adalah korban carok. korban
“vendetta” (korban kejahatan), korban lindak pidana perkosamn,
korbar tfindak pudana  pencurran, korban tindak  pidana
pembunub#an, korban tindak pidana penenlikan (korban dari suatu
perbuatan yang dapat dihukum/perbuatan vang diatar dalam Kitab
Undang-undang linkum pidana).

b Viktimolozi dalam arti luas
adalah mencakup keseluruhan ilmn pen_g,etahuan tentang korban
pada nmmnnya, femasuk dalam lingkup iny meliputi korban dar

perbunatan yang dapat dibukwm atan kecelakaan, kosban dan
masyarakal. korban dari Negara atan  korban kelompok
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masyarakat yang representative. Korban dan kecelakaau meluputi
berbagai macam antara lain, korbn kecelakaan lalu lintas. korban
kecelakaan kerju. serta korban akibat bencana alam. viktimologt
wi disebut jnga sebagat viktunologt wunwm (ezneral victimolozy).
c.Viktimologi Bam
adalab ilmu pengetahuan tentang korban yang mencakup korban-

korbau penyalahsunaan keknasaan dan pelanggaran terhadap halk
asasi manngia

Viktimologi vang pada mulanva berwawasan — sempit
sebagaimana chkemukakan oleh Von Hentiz dan Mendeishon,
kemndian  dikembangkan oleh Mendelshon. Selanjutnya
viktimelogi yang berinklusif wawasan hak-hak asasi (juza disebut
dengan new wvictimology) dikembanskan oleh Elias; kemudian
diperluas  lagi  sehmgega mencaknp penderitaan  manusia
(kemanusiaan) oleh separovic. (1 E Salietappy.1995:V).

New Vichmology, i bertujuan untuk (Muladi Dalam Dikdik
M. Anef dan Elistaris Gultom, 2008:42):

LMenganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban

2 berusaha untuk memberikan penjelasan -sebab musabab

terjadinya viklimisasi
J.mengembangkan  sistin  tindakan  guna  mengurangi

peaderitaan mamisia.
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Menumt ‘Chaerudin dan  Sarif Fadillab (2004:8),
baliwa manfaat viktimolozi  pada dasamya berkenaan
dengan figa hal utama dalan mempelajari manfaat studi
korban yartu
L. mantaal vang berkenaan dengan nsaha membela hak-hak
kerban dan perlmdungan hokum

J.manfaal yang berkenaan dengan penjelasan peras korban
dalam snatu tindak pidana

3 manfaat vang berkenaan dengan wusaha pencegalbian
terjadinya korban.

b.Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Pembabaman hukum pidana pada hakekatuya mengandung
makna suain npaya umtuk melaknkan reerientasi dan reformasi
hukum  pidana yang  sesuan  dengan  milm-milar  sentral, sosio
politik.sosio filisofi dan sosto kultural masyarakal Indonesia yang
melandasi kebijakan sosial. kebijakan kriminal dan  kebijakan
penegakan lhukom di Indonesia. Secara smekat dapatlal dikatakan
bahwa pembaharman hukum pidana pada hakekatnya hams ditempuli
dengan pendekatan vaig berorientas: pada kebijakan (poiic-onented
approach) dan sekalizus pendekatan yang berorientasi pada milai

(value-criented approach) (Barda Nawawi Arief,2000:31).
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Setelab berakhunya perang dunia T, banyak Negara batk
vang baru merdeka manpun Negara-negara yang sndah ada sebelum
perang, berusaha untuk memperbahami hukumnya. Bagi Negara-
nezara yvang bamm merdeka | usaha pembahaman rersebut didasarkan
alasan-alasan politis, sosiologis manpun prakiis. Alasan politig
dilandas1 oleh pemikiran baliwa suatu Negara merdeka Damg
mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan
nasional, Alasan sosiolozis menghendak: adanya hubum vang
mencermumkan nilarnilat kebudayaan  suatn bangsa, sedangkau
alasan prakiis antara lai bersnmber pada kenyatamm bahwa biasanya
bekas: Negara jajahan mewarist hukom  dann Negara yang
menjajalinys dengan bahaga aslmya yvang kemudian bahyak tidak
dipabiami oleh generasi muda dari Negarm yang bemn merdeka
tersebut, Hal mi dikarenakan Negara yang baru merdeka tersebut
mgmn menjadikan bahasanya sendmi sebagal bahasa kesatuan
sehingza bahasa dwi Negara penjajabnya hanya dimiliki oleh
generasi yang mengalami penjajahan. (Muladi, 1986:1).

Pembangunan dalam bidang hukam khususnya pembangunan
atan pembaharuan hukuw pidana, tidak hanya membangon lembaga-
fembaga hukum., fetapi juga harus mencakup pembangunan substansi
produk-produk hukum yang merupalan hasil snatu sistim hokum
dalam bentuk peraturan-peraturan huknm pidasa dan yang bersifat
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knltural yakm sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengarubi
berlakunya system hukum. (Satjipto Rahardjo,1980:84).
Rancangan Undang-sudang KUHP telah memfokuskan
kepada 3 (tiga) masalah pokok dalam bukum pidanavaitu:
L Tindak picdana
Dasar patul dipidenanys suatu perbuatan berkaitan eral dengau
masalah sumber hukum atan landasan legalitas untuk mevatakan
suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Sepertt haluya
KUHP terdapat dalam Pasal | ayat (1), vang terkenal dengan asas
legalitas formal. sedangkan RUU-KHUP, disamping asas legalifas
formal chperluas asas legalitas =ecara material yaitn dengan
menegaskan balrwa tidak menguranei berlakunya “hukom yang
hidup™ di dalam masyarakal. Dengan demikian sebagai dasar patut
dipidananya ceseorang disamping tetah melawan Tindang-undang
(hukum yang fertulis), maka juga telah melaswvan snmber hukom
yang bdak tertulis yang hidup, berlaku di tengah-tengah
m asyarakat
Isi RUU KUHP tahun 2008
Bab1
Pasal 1
(1) Tiada seorangpun dapat dipidana  atan dikenakan tindakan.
kecuall perbnatan yaue dilaknkan telah ditetapkann sebaga
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tindak pidana dalam peraturan pemundang-undangan yang
Lerlaku pada saat perbuatan im dilakukan.

(2)Dalam  menetapkan  adanya tindak  pidasa dilavang
menggunakan analogy

(3)Eetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ndak
mengurangi berlakunya hukum yvang hidup dalam masyarakat
yang menentukan balhwa seseorang patut dipidana walaupun
perbuatan tresebut tidak chaty dalam peratuvan perundang-
undangan.

(4)Berlakunya huknm vang hidup dalam masyarakat sebagaimana
dimaksnd pada ayat ((3) sepamjang sesuai dengan nilai-nilas
pancasila atau prinsip-prinsip hulkum wmum yvang diakui oleh
masyarakat bangsa-bangsa

BABI
Tindak Pidani dan Peitanggungjawaban Pidana
Bagian Kesatu
Tindak Pidana
Paragraf 1
Pasal 11
(1) Tindak pidana adalah perbuatan  melaknkan atan tidak

melakukan sesuatu yang oleh peramran perindang-undangan
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dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidaa.

(2).Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan
tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan
perundang-undangan, hams juga bersifat melawan hokum atan
bertentangan dengan hoknmn yang hidup dalam masyarakat.

(3).8etiap tindak prdana selalu dipandang bersifat melawan
hokum kecuali ada alasan pembenar

2 Pertanggungjawaban pidana

Berkaitan erta dengan pertanggungjawaban pidana. dalam RUU-

KUTHP bestolak dart pokok pemikman keseimbangan mono-

doalistik, bahwa asas kesalahan (dsces opabfilias) merpakan

pasangan dari asas legalitas yang harus dinmnuskan secara eksplisit
dalam undang-undang yastn -asas tiada pidapa tanpa kelasalian

(gzen stral —ender schuld) yang di dalam KUHP sekarang hidak

chcantumkan. Dengmn adanya asas ini, maka seseorang fidak boleh

dipidana kecuali apabila ia terbukti bersalah telah metakukan
tindak pidana baik secara melakukan perbuatan (aktif) manpun
tidak melakukan (pasif) yang diascam dengan pidana dalam
undang-undang atau seseorang dikatakan bersalah melalukan
perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja (dolis)

atau karena alpa (c1ipz),
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Isi RUTI-KUHP
Bab IT
Bagian Kedua
Pertanggung)awaban pidana
Paragraf |
Umnm
Pasal 36
Pertanggungjawaban pidana jalah  difernskannya  celaan yang
obyektif vang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada
seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dyatnbi pidana
karena perbuatanunya ifu.
Paragraf 1
‘Kesalahan
Pasal 37
(1) Thdak seorangpin yang melakukan {mdak pidana dipidana
tanpa kesalahan
(2)Kesalahan terdui dari kemampuan bertanggung jawab

kesengajaan, kealpaim, dan tidak ada alasan pemaaf

3.Pidann dan pemidanaan
Berkaitan dengan pidma dan pemidanaan . bahwa penjamubian atan

tujuan pemidanaan berhitik tolak daii keseumbangan dua sasaran
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pokok vaitu perlindingan masyvarakat dan  perhudungan
ipembmaan mdivida pelaku tmdak pidana,

Oleh karena itu syarat pemidanaan juga harus berttitik tolak dar
kesimbangan monodualistik yaitn antara kepentingan masyarakat
dan kepentimgan dividy. disamping juga hams berttitik rolak dari
kedua asas, vyatu asas legalitas (yang merupakan asas
kemasyarakatan), dan asas kesalahan/colpabilitas  (vang
merupakany asas kemanusiaan).

Aspek perlindingan kepentmgan masyarakal terlihal masih tetap
dipertahankannya jenis sanksi pidaua yang berat yaitu pidana maft.
dan penjara senmur hidup, walmpun pidana mati tidak donasukkan
dalam kategori pidana pokok (feperts dalam KUHP sekarang ini)
tetapi RUTT-KUHP menempatkan pidana mati ke dalam pasal
tersendiri dan pidana i akan dijatubkan secara hati-hati dan
selektit

Aspek lmn perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap

korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam

masyarakat.
Iz1 RUU-KUHP
Pasal 54
Tuynan Pentidaan
(1).Pemidanaan berimjuan:
19
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amencegal dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
vorma hukam demi pengayoman masyarakat
bmemesyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan,
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
cmenyelesailkan kontlile yang ditimbulkan oleh tindak pidana
.memuliikan kesemmbangan dan mendatangkan rasa dama
dalam masyarakat dam
d.membebaskan rasa bersalah pada terpidana
(2).Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan  dau
merendabikan martabat manusia,
Paracrat 2
Pedoman Pemidaan
Pasal 55
Dalam pemidaan wajib dipertimbangkan:
akesalahian pembiat tindak pidana
b.motit dan tujuan melakukan tmdak pidana
c.sikap batm pembuat tndak pidana
d apakaly timdak pidana dilakukan dengan berencana
e.cara melakukan tindak pidana
fsikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
g.nwayat hidup <dan keadaan zosial dan ekonomi pembust tindak

pidana
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i pengaruh pidana tethadap masa depan pembuat tindak pidana
1 pengarul tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
j pemaafan dari korban dan/atan keluarganya. dan/atau
k pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Bagian kedua
Pidana
Paragraf 1
Pasal 65

(1).Pidana pokaok terdin atas:
aPidma penjara
b.Pidana tutupan
¢.Pidana Pengawasan
d.Pidana Denda
e Pidana Kerja sosial

Pasal 66
Pidana mati mempakan pidana pokok vang bersdat khusus dan

selalu diancamkan secarfa alternative.

Sistem pemidanam yang ditnangkan dalam RUT-
EUHPdilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atan prnsip-prinsip
sebagal berikut:

2L
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a.ide keseimbangan mouodualistik antara kepentingan masyarakat
(umum ) dan kepentingan individu

b.ide keseunbangan antara “social welfare densan sacial defence”
cide kesemmbanzan antara pidana yang berovientasi pada pelako
“offendar (individualisasi pidana ) dan “victin (korban ),

dide penggunaan “double fack  pvstent”  (antara  pidana/
prepshmznt dengan tindakan/frzatmenimeasitrag)

e.ide mengefektitkan ‘non custodial measyres” (alternattve to
[HPTISOIINRAL)

fide elastisitas/fleksibilitas pemidanam (zlasticiy/flexibility of
sentencing).

g.ide modifikasi perubahan/penyesnaian pidana (modification of
sanction, ).

li.1de subsidariias didalam memilil jenis pidana

Lide pemaatan hakim (recireriyf pardonmdiciad pardon)

l.ide mendahulikan/mengutamakan keadilan dan kepastian lnknm
(Tim naskah akademik RUU-KTTHP, 2010:88),

Memmnt Barda Nawawi Artef ( 2000: 34). baliwa asas-asas
dan sistim hulkum pidasa pasional dalam RUTU KUHP  disusun
berdasarkan “ide kesetinbangan™ yang mencakup:

wkesimbangan monodualistik  antara  Kepestingan wmum
(masyarakat) das kepentingan iudivit:lnaln’pet*seoniugan

bkeseunbangan antma ide perlmdungan/kepentingan korban
dan ide individualisasi pidana

¢ keseumbangan autara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiah)
dan subyektif (orang batiniah/sikap batin) ( ide dand-dader-

strafracht)
d.keseimbangan antara criteria formal dan material
e keseimbangan antara kepastian bk,

kelenturan/slnsteitas/flebsibiliras dan keadilan
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fkesembangan mila  mlai  npasional  dan  pilarnila
elobal/intermastonaluniversal
Kajian yang mendalam viktimologi tentang korban kejahatan
dan penyalahgunaan kekuasaan nmmmnya juga sarjana huknm pidana
telahh memberikan penguatan kajiay hokum dan pemidanaan dari
perspekdif korban karena kajian sebelumunya lebih ditujukan kepada
pelakn  Kejahatan dan kansa pelanggaran  hokum  pidananya
(perspektif krimmologi). Hukum pidana dan pemidanaan dilihat dar
perspekiif k'immologi telah melalirkan orentast hukom pidana
antara lain kepada perbuatan (daad-dader) adalah ada kaitaunya
dengan perkembangan feor: kausa kejahatan yang dikembangkan
dengan krminolegi. Sedmgkan perkembangan viktimologi telal
mengzembanzgkan hukum pidane  yang beronentasi kepada bukan
hanya perbuatan dan pelaku saja, tetapi juga berorientas: kepada
korban  kepahatan (daad<aderslachoffer). Masuknya oneatasi
korban kejahatan fersebut telah menggeser beberapa pemikiran
dalami hukum pidana, boleh dikatakan telah terjadi pergeseran
pemikiran dalam hukum pidana dan pemidaan serta penyelengzaraan
peradilan pidana Secara garis besarnya dari perspektif pembalasan
(retributive justica) ditijukan kepada pelalar kepada perspekid
restorasi atau pemuliian (verrfisve) akibat kejahatan ditujukan
kepada korban. (Mudzakir.2014: )
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Secara keseluruhan perbedaan vang mendasar antara Kitab
Undang-undang Hukum Pidana warisan Belamda (WVS) dengan
Kitab Undang-undang Hokum Pidasa Barn adalah filosofi yang
mendasarinya. KUHP warisani Belanda secara leeseluniban dilandasi
oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada abd ke 18 yang
memusatkan perhatian hukmn pidana pada perbuatan atau findak
pidana (Daad-Strafrecht) Sedangkan Kitab Undang-undang Huknm
Pidana Bam mendasarkan diri pada pemikiran aliran Neo Klasik
yang — menjagd keseimbangan antara  factor  obyektif
{perbuatan/lahmiah) dan  faktor subyekiif (Orang/batiniali/sikap
batm). Alwan mj berkembang pada abad ke 19 yang memusatkan
pethatiannya tidak hanya pada perbuatan atan tndak pidana yang
terjadi, fetapi juga terhadap aspelk-aspek mdividual si pelakn tindak
pidana (daad-docer-strafreht), Pemikiran mendasar lan yang
mempengaruhl penyusinan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Baru adalah perkembangan ilmy pengetahuan tentang korban
kejahatan (viktimologi) yang berkembang setelah perang duma ke 2
vang menaruly perhatian besar pada perlakuan vang adil terhadap
korban kejahatan dan penyalabgunaan keknasaan Baik falsafah
daad-dadar-strafrecht manpun  viktimologi akan mempengaruhi
perimusan 3 permsalahan  pokok dalam holkum  pidana yaitn

perumuisan perbuatan yang bersifal melawan lioknm, perfanggung
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jawaban pidana atan lcesalahan dan sanksi (pidana dan pemidanaan)
vang dapat dyamhkan Uerserta asas-asas hukam pidana yang
mendasarmya (Tin akademik RUU-KUHP, 2010:107)
IVPENUTUP

Berdasarkan pembaliasan tersebut dh atas, maka dapal diambil
beberapa kesmmpulan sebaga bewkut:, Sejalan dengan semakin
berkembangnya viktimolog: sebagai cabang imu bam tentang
korban . berkembang pula betbagai munusan tentang  viktinologi.
Kondisi mi hendaknya tidak dipandang sebagar pertanda tidak
adanya pemshaman yang seragam mengenm yuang limgkup
viktimologi, tetapi hams dipandang sebagai bukti babwa viktimologi
akan selaln berkembang sejalan dengan perkembingan yang tegjadi
dalam masyarakat. Perkembangan kajienm viktimologi telal
memberikan kontribngi terhadap arah perkembangan hukum pidana
Indonesia yang peduli terhadap keadilan, artinva adanya posisi yang
sama anfara pelaun dan kKorbandan masyarakat, dan hal i terbukit

dalam rancangan dalam RUU KUHP yang telah meletakkan dasar-
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dasar vang penting dalam pembabaruan Hulum Pidana di Indonesia
di masa yang akan datang vaitu hukom pidana yang berorientast
kepada perbuatan, pelaku dan korban (docd=lade-strafracht) yang
cocok dengan karakrer bangsa Indonesia yang berlandaskan pada
falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan TTUD Negara Republik

Indonesia tal 1945,
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